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PROSIDUN
REPJHLIA INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGAS]

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

d.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengen dilakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir denpan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomar 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, periu
dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Pajuk
Penghasilan atas penighasilan berupa bunga obligasi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huwruf a dan urntuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (2} huruf a dan Pasal 17 ayat 7)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat alas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu
menctapkan Peraturan Pemerintah  tentang  Pajuk
Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi;

Pasal 5 ayal (2] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang ‘ Pajuk
Pcngha-ulan (Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nenor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempart atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indeotesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negaru
Republik Indonesia ‘\Iomor 4893);

MEMUTUSKAN: .
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara,
vang berjangka waktu lebih dari 12 {dua belas) bulan.

Bunga Obligas: adalah imbalan yang diterima dan/atau
diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunpga
dan/atau diskonto,

Pasal 2

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh
Wajib  Pajak  berupa Bunga Obligasi dikenai
pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final

Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku apabila penertma penghasilan berupa Bunga
Obligasi adalah:

a. Wajb Pajak dana pensiun yang pendirian atau
pembentukannya telah disahkan oleh Mcenteri
Keuangan dan memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h
Undang-Undang Nomar 7 Tahun 1983 tentang
Pujak Penghasilan sebagaimana telah beherapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tzhun
1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

b, Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau
cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pasal 3 ...
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Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) adalah:

a. bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:

1) 15% (lims belas persen} hagi Wajib Pajak dalam
negerl dan bentuk usaha tetap; dan '

2} 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan taif
berdasarkan  persetujuan  penghindaran  pajak
berganda bagi Wajib Pajak luar negen selain bentuk
usaha tetap,

dari jumlah  bruto bunga sesum  dengan . masa

kepemilikan Obligasi,

b. diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:

1) 15% ({lima belas persen) bagi Wajib Pajal dalmn
negeri dan bentuk usaha tetap; dan

2] 20% {dua puluh persen} atau sesuai dengan taril
berdasarkan  persetujuan  penghindaran  pajak
berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk
usaha tetap,

dari selisih lebith harga jual atau nilat nominal di atas

harga  perolehan  Obligasi, tidak termasuk  bunpa

berjalan;

. diskonto darl Obligasi tanpu bunga sebesar:

1) 15% {lima belas persen} bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap; dan

2) 20% (dua pulull persen) atau sesual dengdn tarif
Lerdasarkan  perseiujuan penghindaran  pajak
berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selan bentuk
usaha tetap,

dari sclisth lebith harga jual atau nilai nominal di atus

harga perolehan Obligasi; dan

. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang ditcrima

dan/fatau  diperoleh Wajib  Pajak reksadana  vang

terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembagil Keuangi sebesar:

1) 0% [nol persen) untuk tahun 2009 sampar dengan
tabua 2010,

2) 3% (luna perscng ...
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2) 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan
tahun 2013, dan

3} 15% (lima belas persen} untuk tahun 2014 dan
seterusnya.

Pasal 4

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 2 dilakukan oleh:

a. penerbit  Obligasi  atau  kustodian selalcu  apen
pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau
diskonto yang dilertima pemegang Obligasi dengan
kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi, dan
diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga
pada saat jatul tempo Obligasi; dan/atau

b. perusahaan efek, dealer, atau bank, sclaku pedagany
purantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto
yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi.

Pasal &

Ketentuan lebih lanjut mengenar tata cara pemolongill,
penyctoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga
Obligasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

I*asal 6

Pada saal Perattran Pemerintah  int mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomeor 6 Tahun 2002 tentang Pajak
Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang
Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di
Bursa lEfek (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun
2002 Nomor {1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4175), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pewwcrnintah ini mulai berlaku pada tangga!l 1
Januari 2009,

Apar ..
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PRESIDEN
REPUBLIK IND INEGIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI

. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempal atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1S3
tentang Pajak Penghasilan terdapat perubahan materi sehingga perlu
dilakukan  penyesuajan terhadap  ketentwan mengenai  Pajik
Penghasilan atas penghasilan berupa Bunga Obligasi yang sebelummnyi
diatur dengan Peraturan Pemmerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentaug
Pajak Penghasilan  atas Bunga dan Diskonto Obligasi yany
Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek.

Berdasarkan ketentuan  Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 teptang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terhadap
penghasilan berupa Bunga Obligasi dapal dikenai Pajak Penghasilan
yvang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pernerintah.

Ketentuan Pasal 17 ayat (7} Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
teatang Perubahan Keenpat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1083
tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa dengan Perdturan
Pemernntah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan
berupa Bunga Obligasi.

Materi pckok yang diatur dalam Peraturan Pemerintali ini mengenai
pengenaan Pajak Penghasilan yang hersifat final dan penetapan besaran
tarif pajak terhadap penghasilan berupa Bunga Obligasi.

Twuan pengaturan ini adaluh untuk memberikan kemudahan kepacl
Wajib Pajak, memngkatkan efektivitas dan efisiensi pengenaan pajak,
serte  untuk mendorong berkembangnya perdagangan Oblipasi di
Indonesia.

I[. PASAL ...
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Agar scltiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peratursn  Pemerintah  ini dengan
penempatannys  dalam  Lemnbaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
itd
DR, H. BUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009

MENTER] HUKUM DAN HAK ASAS]I MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
trd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOQR 33

Salinun sesual dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
~'ﬁﬁﬁ§j§ Perekonomian dan Industn,

12,

o
58]



